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Kata Pengantar Penulis

Dengan rasa syukur, buku “Penyempurnaan Surat Dakwaan dan Batas Kewenangan Penuntut Umum: Tafsir Semiotik Pasal 76 KUHAP (Opini Hukum Bagian 230)” akhirnya dapat hadir di hadapan pembaca. Buku ini disusun sebagai ruang untuk memahami tema yang dibahas secara lebih terarah, sekaligus mengikuti hubungan antargagasan yang membentuk keseluruhan naskah.

Pembahasan di dalam buku ini mencakup beberapa bagian utama, antara lain Penyempurnaan Surat Dakwaan dan Batas Kewenangan Penuntut Umum: Tafsir Semiotik Pasal 76 KUHAP. Setiap bagian disusun untuk membantu pembaca melihat konteks, pokok persoalan, dan penjelasan yang diperlukan tanpa melepaskannya dari kesatuan isi buku.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai kata akhir atas setiap persoalan. Isinya diharapkan dapat menjadi bahan baca, bahan renungan, dan titik awal bagi pembaca untuk menelaah tema yang disampaikan dengan pikiran terbuka dan sikap yang cermat.

Semoga buku ini memberi manfaat dan membuka ruang pemahaman yang lebih baik. Terima kasih kepada setiap pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membuka halaman-halamannya dan berjalan bersama gagasan yang disampaikan di dalamnya.


Penyempurnaan Surat Dakwaan dan Batas Kewenangan Penuntut Umum: Tafsir Semiotik Pasal 76 KUHAP

Kewenangan Penuntut Umum untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHAP merupakan bentuk koreksi normatif terhadap dokumen penuntutan yang telah disusun, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan persidangan. Kewenangan ini penting karena surat dakwaan pada hakikatnya merupakan dasar sekaligus batas pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu, ketidakakuratan yang masih dapat diperbaiki seharusnya tidak dibiarkan berlanjut sampai persidangan dan menimbulkan persoalan yang lebih serius.

Namun, kata “dapat menyempurnakan” tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengubah seluruh konstruksi penuntutan. Secara yuridis, penyempurnaan harus tetap berada dalam koridor fakta hasil penyidikan, identitas perkara, serta dasar hukum yang telah dibangun sebelumnya. Dengan demikian, kewenangan tersebut merupakan ruang koreksi yang bersifat terbatas dan bertujuan menjaga kualitas dakwaan, bukan sarana untuk melakukan rekonstruksi ulang perkara secara bebas setelah pelimpahan dilakukan.

Pembatasan tersebut semakin tegas melalui ketentuan bahwa penyempurnaan hanya dapat dilakukan satu kali dan paling lambat tujuh hari sebelum tanggal sidang dimulai. Dua batas ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan Penuntut Umum untuk memperbaiki dakwaan dan kepentingan terdakwa untuk memperoleh kepastian mengenai tuduhan yang akan dihadapinya. Batas frekuensi mencegah terjadinya perubahan dakwaan secara berulang-ulang yang dapat mengganggu stabilitas proses, sedangkan batas waktu memberi ruang yang memadai bagi terdakwa dan advokat untuk memahami konstruksi tuduhan yang telah diperbaiki serta menyiapkan pembelaan secara efektif.

Dalam perspektif due process of law, ketentuan tersebut penting karena hak membela diri tidak hanya bergantung pada kesempatan berbicara di persidangan. Namun juga pada kepastian bahwa substansi dakwaan tidak terus berubah menjelang pemeriksaan dimulai. Dengan demikian, ketentuan “satu kali” dan “tujuh hari” bukan sekadar angka prosedural, melainkan instrumen kepastian hukum dan perlindungan terhadap keseimbangan posisi para pihak.

Persoalan yang paling penting justru terletak pada batas substantif antara “menyempurnakan” dan “membentuk dakwaan baru”. Secara linguistik-yuridis, menyempurnakan berarti memperbaiki, memperjelas, melengkapi, atau menata kembali sesuatu yang pada dasarnya telah ada. Jadi, bukan mengganti esensi objek tersebut dengan konstruksi yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, perubahan yang hanya memperbaiki redaksi, mempertegas uraian perbuatan, melengkapi tempus dan locus delicti, atau memperjelas hubungan fakta dengan unsur delik masih dapat dipahami sebagai penyempurnaan.

Sebaliknya, apabila perubahan menggeser secara fundamental perbuatan yang didakwakan, menambahkan tindak pidana baru yang berdiri sendiri, mengubah secara drastis posisi terdakwa, atau memperluas lingkup perkara di luar hasil penyidikan semula, maka tindakan tersebut berpotensi melampaui makna “penyempurnaan” dan masuk ke wilayah pembentukan dakwaan baru. Di sinilah batas kewenangan Penuntut Umum harus dibaca secara hati-hati: hukum memberikan ruang koreksi, tetapi tidak membuka jalan untuk mengubah identitas perkara secara sepihak. Dengan demikian, legitimasi penyempurnaan dakwaan bergantung pada satu prinsip utama, yaitu perubahan boleh memperbaiki kualitas tuduhan, tetapi tidak boleh mengubah hakikat tuduhan itu sendiri.

Penyempurnaan Surat Dakwaan dalam Perspektif Yuridis

Kewenangan Penuntut Umum untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 KUHAP merupakan kewenangan korektif yang diberikan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa perkara memasuki persidangan dengan konstruksi tuduhan yang memiliki ketepatan yuridis. Kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebebasan untuk mengubah dakwaan menurut pertimbangan sepihak, sebab kata “dapat menyempurnakan” sejak awal ditempatkan dalam struktur norma yang membatasi kapan, berapa kali, dan dalam tahapan apa perubahan boleh dilakukan. Surat dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, batas bagi hakim dalam memeriksa perkara, sekaligus pijakan bagi terdakwa dan advokat untuk menyusun pembelaan.

Oleh sebab itu, kesempatan melakukan koreksi diperlukan setelah pelimpahan ditemukan kekurangan, ketidakakuratan, atau bagian tertentu yang membutuhkan penegasan. Namun, kewenangan korektif tersebut tetap harus berpijak pada hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang menjadi dasar penuntutan. Dengan demikian, Pasal 76 KUHAP sesungguhnya mempertemukan dua kepentingan yang tampak berlawanan: fleksibilitas untuk memperbaiki kekeliruan dan kepastian bahwa kewenangan memperbaiki tidak berubah menjadi kewenangan untuk merekonstruksi perkara secara tanpa batas. Dalam konteks ini, penyempurnaan surat dakwaan merupakan manifestasi profesionalitas Penuntut Umum sekaligus bentuk pengendalian terhadap kekuasaan penuntutan.

Karakter terbatas dari kewenangan tersebut terlihat lebih jelas dalam Pasal 76 ayat (2), yang menentukan bahwa penyempurnaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai. Batas frekuensi dan temporal itu tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi mengandung rasionalitas perlindungan hak. Pembatasan satu kali mencegah Penuntut Umum melakukan perubahan berulang yang dapat menyebabkan objek pembelaan terus bergerak, sedangkan tenggang tujuh hari menciptakan jarak waktu antara perubahan dakwaan dan dimulainya persidangan agar terdakwa serta advokat memperoleh kesempatan yang wajar untuk membaca, memahami, menguji, dan mempersiapkan respons terhadap dakwaan yang telah disempurnakan.

Dalam perspektif due process of law, kepastian mengenai isi tuduhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas pembelaan yang efektif. Itulah alasan Pasal 76 ayat (3) KUHAP mewajibkan Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan yang telah disempurnakan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Advokat. Rangkaian norma tersebut membentuk satu sistem. Hak memperbaiki diberikan kepada Penuntut Umum, tetapi frekuensinya dibatasi, waktunya ditentukan, dan hasil perbaikannya wajib diberitahukan. Dengan konstruksi demikian, efisiensi penuntutan tidak dikorbankan, tetapi kepastian hukum terdakwa juga tidak dibiarkan bergantung sepenuhnya pada dinamika internal lembaga penuntutan.

Persoalan yuridis yang lebih kompleks muncul ketika harus ditentukan sampai sejauh mana perubahan masih dapat disebut “penyempurnaan”, dan telah berubah menjadi pembentukan dakwaan baru. Secara konseptual maupun linguistik, verba menyempurnakan mengandaikan keberadaan suatu objek yang secara esensial tetap sama. Sesuatu diperbaiki, diperjelas, dilengkapi, atau ditata agar menjadi lebih tepat, bukan diganti identitas dasarnya. Oleh karena itu, koreksi terhadap redaksi yang ambigu, penajaman uraian perbuatan, penyesuaian hubungan antara fakta dan unsur delik, ataupun pelengkapan informasi yang masih bersumber pada hasil penyidikan pada prinsipnya dapat ditempatkan dalam wilayah penyempurnaan. Sebaliknya, apabila perubahan memasukkan peristiwa pidana baru yang sebelumnya tidak menjadi dasar penuntutan, mengubah secara fundamental perbuatan material yang dituduhkan, memperluas lingkup pertanggungjawaban terdakwa melampaui hasil penyidikan, atau membentuk konstruksi tuduhan yang secara substansial berbeda, maka penggunaan label “penyempurnaan” patut dipersoalkan.

Batas tersebut penting karena perubahan yang terlalu luas bukan hanya menyangkut kewenangan Penuntut Umum, tetapi dapat mengganggu hak terdakwa untuk memperoleh kepastian mengenai tuduhan yang dihadapinya. Dengan demikian, parameter penyempurnaan tidak cukup ditentukan oleh berapa banyak kata yang berubah, melainkan oleh apakah identitas substantif tuduhan tetap dipertahankan. Hukum memang menyediakan ruang untuk memperbaiki dakwaan, tetapi ruang tersebut mempunyai batas: yang boleh disempurnakan adalah formulasi tuduhannya, bukan diciptakan perkara baru melalui pintu penyempurnaan dakwaan.

Penyempurnaan Dakwaan dan Jaminan Due Process of Law

Penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHAP pada dasarnya merupakan titik temu antara efektivitas penuntutan dan perlindungan hak terdakwa. Penuntut Umum membutuhkan ruang koreksi karena kekeliruan, ketidaklengkapan, atau ketidaktepatan tertentu dalam dakwaan tidak selalu patut menyebabkan proses penuntutan kehilangan dasar untuk dilanjutkan, terutama ketika substansi perkara dan hasil penyidikan sebenarnya telah memadai. Namun, kebutuhan institusional tersebut tidak boleh mengorbankan hak terdakwa untuk mengetahui secara pasti tuduhan yang dihadapinya. Itulah sebabnya kewenangan menyempurnakan dakwaan dibatasi hanya satu kali dan paling lambat tujuh hari sebelum persidangan dimulai.

Pembatasan demikian menunjukkan bahwa due process of law tidak memengaruhi efektivitas penegakan hukum, melainkan menuntut agar efektivitas dicapai melalui prosedur yang adil. Negara diberi kesempatan memperbaiki kekeliruan, tetapi terdakwa tidak boleh dijadikan objek dari perubahan tuduhan yang terus bergerak. Secara filsafati, konstruksi ini mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan prosedural. Kepentingan publik agar tindak pidana tetap dapat diperiksa dilindungi, sementara kepentingan individu untuk memperoleh kesempatan pembelaan yang nyata juga tidak diabaikan. Oleh karena itu, ukuran sahnya penyempurnaan bukan apakah perubahan tersebut membantu Penuntut Umum membuktikan perkara, melainkan juga apakah terdakwa masih mempunyai kesempatan yang wajar untuk memahami, menguji, dan membantah dakwaan setelah perubahan dilakukan.

Keseimbangan tersebut diperkuat oleh Pasal 76 ayat (3) KUHAP yang mengharuskan Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan yang telah disempurnakan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Advokat. Kewajiban ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar distribusi dokumen, sebab keterbukaan mengenai perubahan tuduhan merupakan prasyarat pembelaan yang efektif. Dalam perspektif equality of arms, proses pidana yang adil tidak mensyaratkan Penuntut Umum dan terdakwa mempunyai kewenangan institusional yang sama, tetapi menuntut agar tidak terjadi ketimpangan prosedural yang sedemikian besar sehingga salah satu pihak kehilangan kesempatan nyata untuk mempertahankan kepentingannya.

Penyempurnaan dakwaan yang diketahui Penuntut Umum tetapi terlambat atau tidak disampaikan kepada terdakwa akan menciptakan asimetri informasi. Negara mengetahui konstruksi tuduhan yang telah berubah, sementara pihak yang harus membantahnya masih mempersiapkan pembelaan berdasarkan dakwaan sebelumnya. Oleh karena itu, kewajiban penyampaian salinan harus dibaca sebagai bagian dari transparansi proses sekaligus penghormatan terhadap hak untuk mengetahui tuduhan secara aktual. Hubungan antara penyempurnaan dan pemberitahuan dengan demikian bersifat tidak terpisahkan: kewenangan mengubah melahirkan kewajiban memberitahukan. Semakin besar perubahan yang dilakukan terhadap rumusan dakwaan, semakin penting pula jaminan bahwa terdakwa dan advokat memperoleh waktu serta informasi yang memadai untuk menyesuaikan strategi pembelaannya.

Dimensi lain yang tidak kalah penting terdapat dalam frasa Pasal 76 ayat (1) yang memberikan pilihan kepada Penuntut Umum untuk “menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan Penuntutan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang”. Pilihan kedua ini harus dipahami secara hati-hati karena keputusan tidak melanjutkan penuntutan menyentuh langsung kepastian status hukum seseorang. Dalam perspektif teori kewenangan, keberadaan pilihan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak diwajibkan mempertahankan setiap perkara yang telah berada dalam proses penuntutan apabila setelah dilakukan evaluasi ternyata terdapat alasan yuridis yang membuat proses tersebut tidak patut diteruskan. Akan tetapi, dari perspektif due process of law, keputusan demikian tidak semestinya berada dalam ruang yang tidak transparan. Dasar, prosedur, konsekuensi, serta status hukum terdakwa setelah penuntutan tidak dilanjutkan harus dapat ditentukan secara jelas berdasarkan keseluruhan ketentuan KUHAP yang relevan.

Ketidakjelasan mengenai status tersebut berpotensi menimbulkan keadaan liminal—seseorang tidak sedang diadili, tetapi juga tidak memperoleh kepastian apakah ancaman penuntutan terhadap dirinya telah benar-benar berakhir. Oleh karena itu, kewenangan untuk tidak melanjutkan penuntutan harus selalu ditempatkan dalam prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Keadilan prosedural tidak berhenti pada bagaimana negara memulai dan menjalankan penuntutan. Namun, juga menentukan bagaimana negara mengakhirinya. Sebab bagi seseorang yang berhadapan dengan proses pidana, kepastian bahwa perkara telah selesai sama pentingnya dengan kepastian mengenai alasan mengapa perkara itu dahulu dimulai.

Tafsir Semiotik terhadap Struktur Bahasa Pasal 76 KUHAP

Frasa “dapat menyempurnakan” dalam Pasal 76 ayat (1) KUHAP mengandung struktur makna yang penting apabila dikaji melalui linguistik dan semiotika hukum. Kata “dapat” merupakan modalitas yang menandai adanya kewenangan fakultatif. Penuntut Umum memperoleh ruang untuk menentukan apakah surat dakwaan masih memerlukan penyempurnaan setelah mempertimbangkan kualitas konstruksi tuduhan dan kepentingan penuntutan. Namun, sifat fakultatif tersebut tidak berarti kebebasan tanpa parameter, sebab kata “dapat” langsung berhubungan dengan verba “menyempurnakan”, bukan “mengganti”, “membuat kembali”, atau “mengubah seluruhnya”. Pilihan verba itu membatasi sekaligus menjelaskan objek kewenangan. Secara semantik, sesuatu hanya dapat “disempurnakan” apabila objek dasarnya telah ada dan identitas esensialnya tetap dipertahankan; yang dilakukan adalah memperbaiki kekurangan, memperjelas ketidakjelasan, atau melengkapi bagian yang belum memadai.

Oleh karena itu, secara semiotik pasangan kata “dapat menyempurnakan” menghadirkan dua tanda sekaligus: “dapat” memberi ruang kewenangan, sedangkan “menyempurnakan” menentukan batas substantif penggunaan kewenangan tersebut. Pembacaan demikian penting dalam praktik, sebab apabila penyempurnaan ditafsirkan terlalu luas hingga membenarkan perubahan fundamental terhadap peristiwa atau konstruksi tuduhan, maka kewenangan korektif dapat bergeser menjadi kewenangan membentuk dakwaan baru. Pada titik itu, bahasa norma berfungsi sebagai pagar kekuasaan: Penuntut Umum diberi kesempatan memperbaiki kualitas tuduhan, tetapi tidak diberikan kewenangan melalui Pasal 76 untuk menggunakan istilah “penyempurnaan” sebagai legitimasi bagi perubahan hakikat perkara.

Pembatasan tersebut menjadi semakin terang melalui frasa “1 (satu) kali” dan “paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai” pada Pasal 76 ayat (2) KUHAP. Dalam perspektif semiotika hukum, angka di dalam norma bukan sekadar informasi kuantitatif, tetapi dapat berfungsi sebagai tanda pembatas kekuasaan yang mempunyai akibat yuridis. Frasa “1 (satu) kali” membatasi frekuensi, sedangkan “paling lambat 7 (tujuh) Hari” membatasi waktu. Keduanya bekerja secara kumulatif sehingga Penuntut Umum tidak hanya dibatasi mengenai berapa kali penyempurnaan boleh dilakukan, tetapi juga sampai kapan kewenangan tersebut dapat digunakan. Frasa “paling lambat” mengandung modalitas temporal yang bersifat limitatif: setelah batas waktu dilewati, ruang koreksi yang diberikan norma tidak dapat diperlakukan seolah-olah masih terbuka dengan dasar kewenangan yang sama.

Secara filsafati, konstruksi tersebut memperlihatkan bagaimana hukum mempertemukan fleksibilitas dengan kepastian. Hukum menyadari kemungkinan terjadinya kekeliruan manusia sehingga menyediakan kesempatan koreksi, tetapi pada saat yang sama menetapkan titik akhir agar terdakwa tidak menghadapi tuduhan yang terus berubah menjelang atau selama persidangan. Dengan demikian, angka “satu” dan “tujuh” memiliki makna yang melampaui fungsi matematisnya. Keduanya menjadi simbol kepastian hukum, karena melalui angka itulah ruang kekuasaan Penuntut Umum dibuat terukur, dapat diprediksi, dan pada akhirnya dapat diuji.

Sementara itu, verba “menyampaikan” dalam Pasal 76 ayat (3) harus dipahami dalam hubungan dengan keseluruhan struktur norma, bukan hanya dimaknai sebagai aktivitas administratif menyerahkan salinan dokumen. Ketika Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk menyempurnakan dakwaan, perubahan tersebut memengaruhi objek yang harus dipahami dan dihadapi terdakwa dalam persidangan. Oleh karena itu, penyampaian salinan kepada penyidik, terdakwa, dan advokat merupakan konsekuensi logis sekaligus yuridis dari penggunaan kewenangan korektif tersebut. Secara semiotik terbentuk hubungan yang bersifat resiprokal: hak negara untuk memperbaiki melahirkan hak pihak lain untuk mengetahui apa yang diperbaiki. Dalam perspektif due process of law dan equality of arms, makna ini sangat penting karena pembelaan yang efektif tidak dibangun berdasarkan informasi yang sudah tidak sesuai dengan dakwaan aktual.

Meskipun ayat (3) KUHAP tidak mengulang kata “wajib” sebelum verba “menyampaikan”, konstruksi kalimat normatif “Penuntut Umum menyampaikan” tidak tepat jika dimaknai sebagai tindakan opsional. Dalam konteks norma prosedural, verba tersebut membentuk perintah mengenai tindakan yang harus mengikuti penyempurnaan dakwaan. Jika seluruh Pasal 76 dipahami sebagai satu sistem tanda, tampak sistem bahasa yang teratur. Kata “dapat” membuka ruang pilihan; “menyempurnakan” membatasi substansi perubahan; “1 (satu) kali” membatasi frekuensi; “7 (tujuh) Hari” membatasi waktu; dan “menyampaikan” mengikat penggunaan kewenangan itu dengan transparansi. Dengan demikian, setiap ruang yang diberikan kepada kekuasaan harus sejalan dengan batas yang mencegah kesewenang-wenangan.
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Dr. Drs. Mohamad Sinal, S.H., M.H., M.Pd. merupakan akademisi, penulis, praktisi hukum, sekaligus pakar Bahasa Hukum (Linguistik Forensik) yang telah mengabdikan lebih dari tiga dekade perjalanan hidupnya pada dunia pendidikan, penegakan hukum, literasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perjalanan kariernya menunjukkan perpaduan yang harmonis antara pengalaman sebagai pendidik, profesional di dunia korporasi, akademisi, penulis produktif, serta ahli yang secara konsisten memberikan kontribusi dalam praktik peradilan di Indonesia.


Latar belakang pendidikannya mencerminkan karakter keilmuan yang multidisipliner. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), kemudian melanjutkan studi Magister (S-2) Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Malang yang kini menjadi Universitas Negeri Malang. Ketertarikannya terhadap dunia hukum membawanya menempuh pendidikan Sarjana (S-1), Magister (S-2), hingga Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Untuk memperluas wawasan akademik pada tingkat internasional, ia juga mengikuti Sandwich Program di Utrecht University, Belanda, yang semakin memperkaya perspektifnya dalam bidang hukum, bahasa, dan penelitian.


Karier profesional Dr. Mohamad Sinal dimulai dari dunia pendidikan. Pada periode 1987–1992, ia mengabdikan diri sebagai guru di MTs Nurul Huda Malang dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tlogomas Malang. Pengalaman tersebut menjadi fondasi yang membentuk dedikasinya sebagai pendidik hingga saat ini. Sejak tahun 2003, ia sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Malang (Polinema). Tempat untuk terus mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pada periode 2009–2018, juga menjadi dosen di Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.


Sebelum mengabdikan diri sepenuhnya di dunia akademik, Dr. Mohamad Sinal memiliki pengalaman panjang di dunia korporasi, khususnya industri otomotif nasional yang berada di bawah naungan Indomobil Group. Karier tersebut dimulai pada tahun 1993 sebagai Supervisor Marketing Suzuki Surabaya di PT UIH. Selanjutnya, dipercaya menangani berbagai wilayah pemasaran, antara lain Jember, Ambulu, Bondowoso, Kudus, Pekalongan, hingga Tanjung Priok Jakarta.


Berkat prestasi dan kepemimpinannya, kemudian dipercaya menduduki jabatan General Manager PT ITSM Jember pada tahun 1997, dilanjutkan sebagai General Manager PT Indojateng Motor Semarang pada tahun 1998, serta General Manager PT Wahana Kawan Sejakti Sakti Motor Surabaya pada periode 1999–2002. Pengalaman memimpin berbagai perusahaan besar tersebut membentuk kompetensinya dalam manajemen organisasi, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan strategis yang kemudian turut memperkaya kiprahnya di dunia akademik.


Di bidang profesi, Dr. Mohamad Sinal dikenal luas sebagai Ahli Bahasa Hukum (Linguistik Forensik). Sejak tahun 2008 hingga sekarang, secara aktif diminta memberikan keterangan ahli (bahasa hukum) dalam berbagai perkara pidana maupun perdata oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan di Indonesia. Keahliannya telah digunakan oleh berbagai institusi, antara lain Mabes Polri, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Malang, Polresta Malang Kota, Polres Batu, Polres Blitar, Polres Mojokerto, Polres Sidoarjo, Polres Tuban, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, serta berbagai satuan kepolisian lainnya. Selain itu, ia juga telah memberikan pendapat ahli pada berbagai persidangan di Pengadilan Negeri Malang, Surabaya, Blitar, Kediri, Tulungagung, Semarang (Jawa Tengah), Tenggarong (Kalimantan Timur), Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan sejumlah pengadilan lainnya di Indonesia.


Aktivitas akademiknya tidak hanya terbatas pada ruang kelas maupun ruang sidang. Dr. Mohamad Sinal juga aktif menjadi narasumber seminar nasional, pembicara ilmiah, pelatih penulisan, serta pengembang literasi di berbagai institusi. Ia pernah menjadi pemateri pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Negeri malang (UM), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur serta sejumlah Bawaslu kabupaten/kota, Politeknik Angkatan Darat (Poltekad), dan berbagai satuan kerja Kepolisian Republik Indonesia. Sejak tahun 2009 hingga 2025, secara konsisten menyelenggarakan Diklat Kepenulisan bagi guru mulai jenjang PAUD hingga SMA/MA di berbagai daerah di Jawa Timur. Hingga kini, lebih dari 79.000 guru telah mengikuti pelatihan kepenulisan yang dibimbing olehnya bersama dosen (pakar) dari PTN/PTS di Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya membangun budaya literasi nasional.


Di samping aktivitas akademik, ia juga mengembangkan pengabdian profesinya melalui dunia advokasi. Dr. Mohamad Sinal merupakan Mediator, Managing Director Kantor Hukum Pena Justisia sekaligus Founder Pena Hukum Nusantara (PHN), sebuah wadah pengembangan kapasitas mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang berfokus pada penguatan kemampuan berpikir kritis, penulisan hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Juga sebagai Dewan Pakar Peradi Profesional.


Produktivitas menulis merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dalam perjalanan intelektualnya. Hingga saat ini, ia telah menerbitkan 50 judul buku lebih, baik berupa karya ilmiah (nonfiksi) maupun karya sastra (fiksi). Di antara karya yang banyak dijadikan referensi ialah Pancasila Konsensus Negara Bangsa dan Bahasa Hukum. Pada tahun 2025, ia menerbitkan sejumlah buku, antara lain Viktimologi dalam Mengidentifikasi Korban Kejahatan Transaksi Elektronik, Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana, Panduan Praktis Menulis Karya Fiksi.


Selain buku-buku tersebut, juga telah terbit buku yang berjudul: Jalan Kehidupan, Keagungannya, Tergantung Lentera Hati, Telaga Jiwa, Langit Kemenangan, Teruslah Berjalan, Kita adalah Maha Karya, Garamnya Kehidupan, Fase Kehidupan, Kekasih yang Selalu Menanti, Bulan Tersenyum Lembut, dan Rahmat yang Teduh. Dua buku mengenai hukum pidana digital memperoleh apresiasi sekaligus Kata Pengantar dari Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sedangkan buku Panduan Praktis Menulis Karya Fiksi memperoleh apresiasi dan Kata Pengantar dari penyair dan budayawan Indonesia, K.H. D. Zawawi Imron.


Selain menulis buku, Dr. Mohamad Sinal juga telah menghasilkan lebih dari 2000 karya tulis berupa artikel, opini, puisi, dan esai yang dipublikasikan di berbagai media nasional dan daerah, antara lain Media Indonesia, Radar Malang, Radar Banyuwangi, TIMES Indonesia, Lombok Today, Jurnal Nusantara, Posco Media, Warta Jatim, Gurindam, Gloranews, Jatimtimes, dan berbagai media lainnya. Tulisan-tulisannya banyak mengangkat tema hukum, pendidikan, bahasa, kepemimpinan, kebangsaan, sastra, serta isu-isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat.


Di luar dunia akademik dan hukum, Dr. Mohamad Sinal juga dikenal banyak menulis tentang sastra (fiksi). Novel karyanya yang berjudul Dalam Rintik Doa dan Restu (Kisah Cinta dari Negeri Kincir Angin) memadukan kisah romantis, refleksi spiritual, filosofi kehidupan, dan pergulatan batin manusia dalam latar budaya Indonesia dan Belanda. Karya tersebut memperlihatkan bahwa bagi dirinya, sastra bukan sekadar media bercerita, melainkan juga ruang kontemplasi untuk menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan.


Konsistensi berkarya juga tercermin melalui program Mutiara Pagi, yaitu puisi reflektif yang ditulis setiap hari tanpa jeda selama lebih dari 6 (enam) tahun dan dipublikasikan melalui media Lombok Today serta Jurnal Nusantara. Ribuan puisi yang telah dihasilkan mengangkat tema kehidupan, pendidikan, spiritualitas, kepemimpinan, dan kemanusiaan. Konsistensi tersebut menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya literasi sekaligus menyebarkan optimisme, kebijaksanaan, dan nilai-nilai moral kepada masyarakat luas.


Dengan perpaduan pengalaman sebagai pendidik, praktisi, penulis, ahli bahasa hukum, dan pembicara nasional, Dr. Mohamad Sinal terus berupaya menghadirkan karya-karya yang tidak hanya memiliki kualitas akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan hukum, pembangunan karakter bangsa, dan kemajuan peradaban Indonesia. Bagi dirinya, menulis bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan bentuk pengabdian yang memungkinkan gagasan, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus hidup serta memberi manfaat bagi generasi yang akan datang.


Malang, 25 Juli 2026,


Mohamad Sinal
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